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Abstract: The purpose of this thesis research is to find out whether internal disputes in 

community organizations can be resolved through legal appeals, and what are the special features 

of internal disputes in community organizations so that the only legal action that can be taken is 

through cassation. This thesis research uses Normative legal research methods, with methods 

based on library research such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary 

legal materials 

 

According to the results of this thesis research, it shows that: First, if dispute resolution is not 

achieved properly, the Government can provide facilities for the parties in dispute to resolve it 

through mediation. However, if through the Mediation process nothing is found, then the dispute 

can be resolved through Litigation in the District Court.  Based on Article 58 paragraph (2) of 

Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, the District Court is obliged to 

issue a decision within a maximum period of 90 (ninety) days from the date the case application 

is recorded at the District Court. However, Law No. 17 of 2013 does not explain what kind of 

objects of internal organizational disputes can be resolved or which cannot be resolved through 

the litigation process.  Second, as mentioned in Law Number 17 of 2013 concerning Community 

Organizations, the legal remedy that can be taken against the District Court's decision regarding 

the resolution of Community Organization disputes is cassation, this refers to Law Number 14 of 

1985 concerning the Supreme Court. in article 43 paragraph (1) regarding the submission of 

cassation legal action, other provisions may be provided by law. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah sengketa internal organisasi 

masyarakat dapat di selesaikan melalui upaya hukum banding, dan apa keistemewaan dari 

sengketa internal organisasi masyarakat tersebut sehingga upaya hukum yang dapat di lakukan 

hanya melalui upaya hukum kasasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum 

Normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama,  Apabila penyelesaian 

sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang 

bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak 

menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri.  

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling 

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitumg sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan 

Negeri. Akan tetapi di dalam undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek 

sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat 

di selesaikan melalui proses litigasi.  Kedua Seperti yang telah disebutkan dalam Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat 
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dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi 

Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 

tahun 1985 tengtang makhamah agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum 

kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang. 

 

Kata Kunci: Peradilan, Pengadilan, Sengketa, Organisasi Masyarakat, Upaya Hukum.  

 

1. PENDAHULUAN 

Pengadilan dan peradilan sekilas memang terdengar sama namun kenyataannya 

berbeda. Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan 

melalui persidangan, sedangkan pengadilan sendiri merupaka wadah yang di sediakan 

oleh pemerintah untuk melakukan proses persidangan. Mengenai peradilan dan 

pengadilan sendiri memang tidak di definisikan secara langsung, namun sedikit di 

jelaskan pada Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. 

Adapun pengadilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pengadilan tinggi dan 

Pengadilan negeri. Namum apabila terdapat suatu perkara yang tidak dapat di selesaikan 

pada kedua lembaga pengadilan tersebut maka akan di selesaikan di Mahkamah Agung. 

Peradilan umum terbagi menajadi dua yaitu Pengadilan Negeri, dan juga Pengadilan 

Tinggi Negeri. mengenai perkara yang di tangani pada pengadilan negeri seperti 

pengadilan umum, apabila para pihak yang berperkara  tidak merasa puas terhadap hasil 

putusan yang ada di tingkat pertama atau putusan verstek. Maka salah satu pihak bisa 

mengajukan upaya hukum biasa atau yang di sebut upaya hukum banding. Perkara itu 

sendiri adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Bisa di katakan 

pula sebagai suatu persoalan hukum yang di mana penyelesaian melalui persidangan. 

Organisasi masyarakat lahir seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 

dan berbangsa. Kehadiran organisasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan aspirasi, 

keinginan, dan kepentingan anggota masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan yang 

bermanfaat bagi kepentingan bersama. Banyaknya organisasi masyarakat yang ada pada 

akhirnya mampu untuk menjadi wadah yang memberikan dampak positif bagi setiap 

lapisan masyarakat. Akan tetapi selain dari pada pengaruh positif yang di dapatkan dari 

sebuah organisai masyarakat, ternyata juga memiliki dampak negatif yang cukup serius. 

Saat ini banyak di temui sengketa dan permasalahan dalam organisasi masyarakat, 

sengketa yang berkaitan dengan organisasi masyarakat tersebut biasanya terjadi antara 
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organisasi masyarakat dengan perorangan maupun suatu perusahaan bahkan suatu 

instansi. Akan tetapi sengketa organisasi masyarakat juga bisa terjadi didalam organisasi 

masyarakat itu sendiri, seperti perselisihan atupun pertengkaran antara anggota organisasi 

masyarakat dengan anggota organisasi masyarakat itu sendiri. sehingga melahirkan upaya 

hukum dalam penyelesaiannya, yang mana penyelesaiannya bisa melalui pengadilan 

maupun tidak melalui pengadilan ( litigasi, dan non litigasi ). 

Merujuk pada hal tersebut diatur lebih jelasnya pada Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 jo PerPu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). 

yang mana dalam peraturan tersebut hal yang menyangkut persoalan sengketa organisasi 

masyarakt khususnya untuk sengketa internal sudah di atur Dalam Undang-Undang 

tentang organisasi masyarakat di pasal 57 dan 58. yang di mana, untuk sengketa internal 

organisasi masyarakat dapat di selesaikan berdasarkan AD dan ART pada tiap orgaisasi 

masyarakat itu sendiri. Namun apabila sengketa internal organisasi masyarakat tersebut 

masih belum bisa di selesakan, maka penyelesaian sengketa organisasi masyarakat dapat 

di tempuh melalui pengadilan negeri. Dalam penyelesaian sengketa internal organisasi 

masyarakat yang melalui pengadilan negeri hanya bisa di lakuan upaya hukum kasasi.  

Pada dasarnya pengajuan upaya hukum kasai hanya dapat di lakukan setelah melalui 

upaya hukum banding, akan tetapi pada undang-undang oganisasi masyarakat sudah 

mengatur tentang Upaya hukum yang dapat di ajukan yaitu Upaya hukum kasasi. 

berdasarkan undang-undang organisasi masyarakat tersebut bagaimana dan seperti 

apakah sengketa internal organisasi masyarakat yang melalui proses litigasi? Hal 

tersebutlah yang membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitian : 

“PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT 

MELALUI PROSES LITIGASI”. 

2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana objek sengketa internal organisasi masyarakat yang di selesaikan 

melalui proses litigasi? 

2. Mengapa dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat  upaya 

hukum banding di tiadakan? 



582 

 
 

 

. 

 

3. Objek sengketa internal organisasi masyarakat yang di selesaikan melalui proses 

litigasi 

Negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi, memberikan kesempatan dan wadah 

bagi warga negaranya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Wadah yang dimaksud 

tersebut berbentuk dalam sebuah organisasi. Organisasi ini dapat ditemukan dimana saja, 

baik dalam proprsi besar maupun kecil. Organisasi merupakan wadah bagi orang-orang 

intelektual berkumpul dan mengeluarkan aspirasi ataupun pemikiran mereka.   

Bagi masyarakat, organisasi masyarakat sebagai  tempat untuk menyalurkan  

aspirasinya, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat tersebut tentulah 

berdasarkan dari para anggotanya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan ketika 

organisasi masyarkat dijadikan sebagai tempat untuk sebuah kepentingan. Apabila di 

baikan, berbagai organisasi masyarakat yang ada terlebih lagi kepemudaan akan 

terindikasi menjadi alat untuk melegalisasikan keberadaan premanisme.  

Pada dasarnya setiap organisasi masyarakat yang terbentuk di kalangan masyarakat, 

harus menaati setiap aturan hukum yang ditetapkan pemerintah. Adapun mengenai 

pembentukan sebuah organisasi masyarakat itu sudah di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013. Sehingga pembentukan organisasi masyarakat tidak dapat 

dilakukan secara sembarangan, dan harus memiiki tujuan maupun fungsi dalam 

pembentukan sebuah organisasi masyarakat itu sendiri yang di sebut juga sebagai anggran 

dasar dan anggaran rumah tangga. 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  organisasi masyarakat ini sangat 

penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan, melalui Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga inilah yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksana kegiatan 

organisasi masyarakat tersebut. Bahkan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan mewajibkan bagi organisasi masyarakat untuk 

mencantumkan penyelesaian sengketa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga. Hal ini dikarenakan banyak terjadi konflik internal yang terjadi pada organisasi 

masyarakat dan berakhir pada jalan buntu, dikarenakan mekanisme penyelesaian 

sengketa tersebut tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
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Tangga. Sehingga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bersifat to the future 

atau ke masa yang akan datang. Dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 

dan apabila terdapat permasalahan kedepannya dapat diselesaikan dengan baik pula. 

Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi masyarakat adalah 

sebagai wajah dari organisasi masyarakat tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, apabila terjadi sengketa, baik internal maupun eskternal, dalam 

Organisasi Kemasyarakatan. Maka, mekanisme penyelesaian yang digunakan 

berdasarkan pada yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Organisasi Kemasyarakatan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi 

Kemasyarakatan, diatur dalam Pasal 57-58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat 

memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui 

Mediasi. Hal ini berdasarkan pada permintaan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika 

melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan 

melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri.  

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila terdapat 

salah satu pihak yang berperkara mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari terhitumg sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan 

Negeri. 

Pada praktik hukum yang ada, sedikit ditemukan adanya pengajuan gugatan atas 

sengketa Organisasi masyarakatan. Hal ini dikarenakan, penyelesaian sengketa 

Organisasi masyarakatan lebih diutamakan melalui musyawarah mufakat. Selain itu, juga 

mengutamakan penyelesaian melalui proses Mediasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

penyelesaian di Pengadilan Negeri merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir bagi 

para pihak yang bersengketa. 
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Akan tetapi didalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang organisasi 

masyarakat yang merujuk pada penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat 

tersebut hanya menjelaskan mengenai penyelesaian senketa internal organisasi 

masyarakat saja, namun tidak di jelaskan maupun di sebutkan jenis ataupun objek 

sengketa yang seperti apa yang bisa di ajukan penyelesaiannya melalui proses litigai. Pada 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetang organisasi masyarakat itu sendiri pada 

ketentuan umumnya juga tidak ada pasal maupun ayat yang menerangkan mengenai 

objek sengketa internal organisasi masyarakat. Hal ini tentu harus di jelaskan pada 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, karena apabila 

objek sengketa internal organisasi masyarakat itu di jelaskan secara khusus, maka 

mengenai sengketa internal organisasi masyarakat akan sangat mudah untuk mengajukan 

permohonan gugatan kepada pengadilan negeri. Sedangkan objek sengketa yang di 

ajukan sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang besar. 

 Selain dari pada itu, objek sengketa internal organisasi masyarakat yang tergolong 

serius sehingga penyelesaian sengketanya memang harus melalui pengadilan negeri 

karena tidak di jelaska pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 akhirnya hanya di 

selesaikan melalui AD dan ART maupun melalui mediasi dengan hasil yang adil maupun 

tidak adil. Sehingga memang sudah seharusnya ataupun setidaknya dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 di sebutkan atau di tambahkan mengenai objek sengketa 

internal organisasi masyarakat tersebut. 

 

4. Penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat yang meniadakan 

hukum banding 

Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan 

Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya 

hukum kasasi. Pemeriksaan kasasi tidak memeriksa mengenai duduk perkata sengketa 

tetapi hanya memetiksa menenai hukun yang terdapat dalam suatu putusan, sehingga 

kasasi juga di sebut sebagai pemeriksaan tahap ketiga. 
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Pengajuan upaya hukum adalah serangkaian tindakan yang dapat di tempuh oleh 

pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan atau proses 

penyelesaian sengketa lainnya untuk mencari keadilan atau mengubah putusan yang telah 

diambil. Upaya hukum penting karena memberikan jalan bagi pihak yang bersengketa 

untuk memperjuangkan hak mereka atau memperbaiki keputusan yang dianggap tidak 

adil. 

Kasasi kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa 

dirugikan dari putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde). Dalam kasasi kembali, pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah Agung untuk menguji kembali putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dengan alasan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang mendasar dalam putusan 

tersebut. Dalam kasasi kembali, pihak yang bersengketa dapat meminta untuk dilakukan 

persidangan ulang untuk memeriksa kembali fakta-fakta atau bukti-bukti baru yang 

dianggap tidak dipertimbangkan dengan baik pada proses pengadilan sebelumnya. 

Namun, meskipun kasasi kembali merupakan upaya hukum yang sangat terbatas, hal 

ini sangat penting untuk memberikan jalan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk 

memperjuangkan hak mereka dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada proses 

pengadilan sebelumnya. Dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat, kasasi kembali dapat 

memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan 

yang lebih baik dan memperbaiki putusan yang dianggap tidak adil. 

Peninjauan kembali adalah proses upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak 

yang merasa dirugikan atau terpidana yang ingin mengajukan permohonan agar perkara 

dikaj kembali oleh pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde). Peninjauan kembali bertujuan untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang 

dinilai tidak adil, salah atau berdasarkan fakta yang tidak benar. 

Dalam melakukan peninjauan kembali, pengadilan harus memeriksa apakah terdapat 

keadaan yang mendasar dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang baru. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang 
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benar dan adil. Pengadilan harus memeriksa fakta dan bukti yang telah dihadirkan dan 

memeriksa keabsahan bukti baru yang diajukan. 

Peninjaian kembali sangat penting karena memberikan jalan bagi pihak yang merasa 

dirugikan atau terdakwa yang telah dijatuhi pidana untuk memperjuangkan hak mereka 

dan memperbaiki putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Namun, hal ini juga perlu 

memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Undang-Undang serta dilakukan 

dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan dalam proses 

hukum. 

Penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi di Indonesia dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut, Pertama, Pihak yang merasa dirugikan harus 

mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari ke Mahkamah Agung setelah 

putusan pengadilan tingkat banding dibacakan. Kedua, Mahkamah Agung akan 

memeriksa permohonan kasasi tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau 

tidak. Ketiga, apabila pengajuan kasasi memenuhi syarat, maka Mahkamah Agung akan 

mengeluarkan maklumat yang berisi perintah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang terdapat pada putusan pengadilan pada tingkat banding atau menolak permohonan 

kasasi yang di ajukan. Keempat, Apabila pengajuan kasasi ditolak, maka putusan 

pengadilan tingkat banding yang sebelumnya telah dibacakan tetap berlaku. Terakhir, 

Setelah penetapan Mahkamah Agung keluar, pihak yang merasa dirugikan mash dapat 

melakukan upaya hukum yang lainnya seperti permohonan judicial review atau 

peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung. 

Dasar hukum penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 

pasal 58, yang menyebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap dapat diajukan kasasi. 

2. PUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 

43 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengadilan tinggi terakhir yang berwenang 

memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata adalah Mahkamah Agung. 
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3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

pasal 66, yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 

memutus perkara kasasi. 

Dalam hal penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi, dasar 

hukumnya juga merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. 

Apabila kasasi dalam penyelesaian sengketa organisasi masyarakat ditolak oleh 

Mahkamah Agung, terdapat beberapa upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Peninjauan Kembali  

Dapat diajukan apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan 

hukum tetap namun terdapat fakta baru atau bukti-bukti baru yang muncul setelah putusan 

tersebut dikeluarkan. PK juga dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan dalam putusan 

tersebut yang sangat mempengaruhi keputusan hakim. 

2. Kasasi Kembali 

Dapat diajukan apabila putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap 

namun terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut yang sangat mempengaruhi keputusan 

hakim. Kasasi Kembali hanya dapat diajukan apabila kekeliruan tersebut bersifat hukum 

atau formal. 

3. Penundaan Penyelesaian Eksekusi 

Apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang harus dijalankan namun ada 

halangan dalam melaksanakan putusan tersebut, pihak yang merasa dirugikan boleh 

mengajukan permohonan penundaan penyelesaian eksekusi kepada Mahkamah Agung. 

Namun, penting untuk diingat bahwa upaya hukum lainnya seperti PK dan Kasasi 

Kembali hanya dapat diajukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-

undang. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan harus memperhatikan batas waktu 

tersebut agar upaya hukum lainnya dapat diajukan secara tepat waktu. Dasar hukum dari 

upaya hukum lainnya setelah kasasi dalam penyelesaian sengketa organisasi masyarakat 

di Indonesia adalah sebagai berikut, Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kasasi Kembali diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 67 ayat (1). Penundaan 

Penyelesaian Eksekusi diatur dalam Pasal 231 HIR, Pasal 235 RBG, dan Pasal 245 

Rechtsregeling voor de Buitengewesten (RBg) yang masih berlaku secara bergilir sesuai 

dengan wilayah hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan pasal 58 ayat (1), upaya hukum yang dapat dilakukan 

terhadap putusan Pengadilan Negeri yaitu upaya hukum kasasi.   

Akan tetapi pada dasarnya pengajuan kasasi dapat di lakukan setelah melewati proses 

upaya hukum banding, hal itu di jelaskan  pada pasal 43 ayat (1) undang-undang  Nomor 

14 Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “permohonan kasasi dapat di 

ajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum 

banding kecuali di tentukan lain oleh undang-undang”. yang artinya dalam penyelesaian 

sengketa internal organisasi masyarakat dapat secara langsung untuk mengajukan upaya 

hukum kasasi tanpa melewati proses pengajuan upaya hukum banding.. 

 

5. Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan, diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

pasal 57 dan 58. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka 

Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikannya melalui Mediasi. Hal ini berdasarkan pada permintaan dari pihak yang 

bersengketa. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka 

sengketa bisa diselesaikan melalui Litigasi pada Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian 

sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang 

mengajukan gugatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan pasal 58 ayat (2), Akan tetapi di dalam Undang-undang No 

17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal organisasi yang seperti 

apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses 

litigasi.  
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2. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan 

Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya 

hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tengtang 

makhamah agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat 

di tentukan lain oleh undang-undang. Sehingga dalam penyelesaian sengketa internal 

organisasi masyarakat bisa secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi tanpa 

melewati upaya hukum banding. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu mengkaji lebih jauh terhadap penyelesaian sengketa Organisasi 

Kemasyaratakan dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lebih jelasnya mengenai objek dan subjek 

sengketa internal organisasi masyarakat yang bisa di tambahkan pada ketentuan umum. 

Contohnya, objek sengketa internal organisasi masyarakat adalah yang buka 

permasalahan pribadi dari tiap anggota melainkan suatu tindakan yang dapat merugikan 

keorganisasian secara materil.  

2. Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 perlu di jelaskan mengenai 

tatacara penyelesaian sengketa yang memalui upaya hukum kasasi.. 
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